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BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban
terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat
disimpulkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota
keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami penelantaran dapat dilakukan
dengan upaya penal dan non penal. Pasal 49 a Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat
diterapkan sebagai upaya penal dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami
penelantaran.

Sedangkan upaya-upaya non penal dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami
penelantaran dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan
berupa:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, yang
mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya-upaya Kuratif,
preventif dan rehabilitatif.

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 209 tentang Kesehatan, yang
mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya-upaya preventif,

promotif, kuratif dan rehabilitatif.
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3. SK Menkes Rl Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, yang mencantumkan beberapa upaya non
penal berupa upaya rehabilitatif yang didukung oleh team work yang
terdiri dari psikiater, dokter, psikolog, perawat, ahli okupasiterapi, pekerja
sosial, instruktor latihan kerja, tenaga administrasi, juga penderita bantuan
dan kerjasama instansi Dinas Sosial.

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11
Nopember 1977, yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa
upaya rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik
gelandangan dan pasung.

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/ TIM/2003,
yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya untuk tidak
melakukan penelantaran terhadap penderita gangguan jiwa dan
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan

penderita penyakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa.

B. Saran
Disarankan agar pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat
umum tentang Undang — Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, antara lain;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, SK Menkes Rl Nomor 135

Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa,
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Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11 Nopember
1977, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/
TIM/2003.

Agar masyarakat dapat mencermati dan memahami perlakuan dan
perawatan apabila mereka mempunyai keluarga yang menderita Skizofrenia

tidak ditelantarkan, tetapi memberikan perlakuan dan perawatan yang baik.
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